
BUPATI PAMEKASAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 7 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 
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PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. H. SLAMET MARTODIRDJO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

b. 

1. 

2. 

3. 

BUPATI PAMEKASAN, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 350A 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional, perlu disesuaikan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem 
Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republilc Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6659); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 874); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet 
Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2021 Nomor 29); 

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
3/SE/11/2021 tentang Penyusunan Sasaran kerja Pejabat 
Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan 
Subkoordinator; 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG 
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. SLAMET MARTODIRDJO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 
2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo 
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 45), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 
Nomor 40) dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 49) untuk 
ketiga kalinya diubah sebagai berikut: 
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1. Diantaran angka 27 dan angka 28 dalam Pasal 1 disisipkan 
1 (satu) angka yakni angka 27a, dan angka 28 diubah, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Pamekasan. 
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tan pa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah 
pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktek bisinis yang sehat untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
padaumumnya. 

5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis 
dan penganggaran tahunan yang berisi program, 
kegiatan, target kinerja dananggaran BLUD. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan yang 
menerapkanPPK-BLUD. 

7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD 
yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan 
Pejabat Teknis. 

8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD. 
9. Pejabat Keuangan BLUD adalah Wakil Direktur Umum 

dan Keuangan pada RSUD. 
10. Pejabat Teknis BLUD adalah Wakil Direktur Medis pada 

RSUD. 
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya 

disingkat DPABLUD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan 
kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
BLUD. 

12.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa 
gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas 
prestasi, pesangon dan/ atau pensiun yang ditetapkan 
dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, 
kesetaraan, dan kepatutan. 
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13.Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa 
pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana 
pelayanan langsung dan petugas tak langsung 
berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, 
dan f atau indeks lainnya. 

14.Pos remunerasi adalah akun untuk menampung 
distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang 
besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per 
jenis pelayanan. 

15. lndeks Dasar adalah pemberian indeks pada pegawai 
berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam 
satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan. 

16. Indeks Kemampuan adalah pemberian indeks pada 
pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan/ atau 
pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, 
penguasaan ilmu, dan teknologi. 

17. Indeks Risiko Kerja adalah pemberian indeks pada 
pegawai berdasarkan penilaian risiko kerja yang 
berdampak pada kesehatan, keselamatan dari atau 
risiko hukum dalam menjalankan tugasnya. 

18. Indeks Kegawatan adalah pemberian indeks pada 
pegawai berdasarkan tugas kesehariannya yang 
membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan 
penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa 
atau ke gawat daruratan lainnya. 

19. lndeks Jabatan adalah pemberian indeks pada pegawai 
berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam 
organ1sas1. 

20. Indeks Kinerja adalah pemberian indeks pada pegawai 
berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian 
kinerja atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan kinerja. 

21. Bo bot adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks 
berdasarkan kriteria obyektif yang berkaitan langsung 
dengan kineja. 

22. Indeks Kepuasan Pegawai adalah indeks agregat atas 
penilaian pegawai terhadap kebijakan daerah dan/atau 
kebijakan Pimpinan RSUD yang menyangkut iklim kerja, 
sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan 
ketrampilan, dan kesejahteraan pegawai. 

23. Kinerja adalah hasil kerja pegawai secara individu atau 
tim kerja atau unit kerja berupa kinerja pelayanan 
dan/ atau kinerja keuangan yang terukur. 

24. Nilai income/ omset adalah jumlah seluruh pendapatan 
layananf operasional yang diterima oleh RSUD yang 
berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang 
diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama 
operasional dengan pihak lain, dan/ atau hasil usaha 
lainnya. 

25.Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam 
neraca RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, 
dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah 
yang tak terpisahkan. 

26. Pegawai adalah keseluruhan pegawai RSUD baik yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai 
Negeri Sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai 
RSUD, termasuk Pejabat Struktural dan Fungsional. 
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27. Pejabat Struktural adalah pejabat eselon yang diangkat 
dengan Keputusan Bupati. 

27a.Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda 
yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta 
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam 
suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan 
perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja 
instansi. 

28.Pejabat Fungsional adalah pegawaiaparatursipilnegara 
yang menduduki jabatan fungsional yang mempunyai 
tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu yang ditetapkan oleh Bupati 

29. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap 
bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD. 

30.Gaji Dasar yang selanjutnya disingkat GD adalah gaji 
yang dihitung dari gaji tertinggi Pegawai Negeri Sipil yang 
berada di RSUD dikalikan dengan faktor pengali yang 
ditetapkan dan dipakai sebagai dasar penghitungan nilai 
bobot aset maupun nilai bobot income/omset. 

31.Nilai bobot aset yang selanjutnya disingkat Nba adalah 
nilai pembobotan yang dihitung berdasarkan proporsi 
(%) tertentu yang ditetapkan dari nilai perkalian antara 
Faktor Penyesuaian aset dengan Gaji Dasar. 

32.Nilai bobot Income yang selanjutnya disingkat Nbi adalah 
nilai pembobotan yang dihitung berdasarkan proporsi 
(%) tertentu yang ditetapkan dari nilai perkalian antara 
Faktor Penyesuaian Income dengan Gaji Dasar. 

33.Faktor Penyesuaian Aset yang selanjutnya disingkat FPa 
adalah skala yang ditetapkan dari total aset yang 
tercantum dalam neraca RSUD. 

34.Faktor Penyesuaian income yang selanjutnya disingkat 
Fpi adalah skala income pada tahun terakhir yang 
ditetapkan. 

35.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI 
adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan 
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka 
membantu Pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja 
pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial 
dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. 

36.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan 
Pengawas adalah organ yang dibentuk dan ditetapkan 
oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap kinerja RSUD sebagai BLUD. 

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 
11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

( 1) Remunerasi Pegawai diberikan kepada: 
a. pemberi pelayanan langsung; dan 
b. pemberi pelayanan tidak langsung. 

(2) Remurasi pemberi pelayanan langsung diberikan 
kepada setiap pegawai yang berhak sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan. 

(3) Kriteria remunerasi pemberi pelayanan langsung 
sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi: 
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a. tenaga medik dan tenaga keperawatan atau tenaga 
kesehatan lainnya yang berhak secara individu atas 
jasa pelayanan profisi yang telah dilaksanakan; dan 

b. tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya 
(analismedis, radiographer, fisioterapis, farmasis, 
ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang 
kinerjanya tidak bisa di nilai secara individu. 

(4) Remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung 
diberikan kepada: 
a. pejabat pengelola BLUD; 
b. pejabat struktural, subkoordinator; 
c. pejabat fungsional; dan 
d. pegawai yang tercantum dalam pos remunerasi. 

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3 diubah, 
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

( 1) Pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD terdiri 
dari: 
a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 

61,90% (enam puluh satu koma sembilan puluh 
persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis 
pelayanan; 
1. tenaga medis, 

keperawatan/kebidanan, 
penunjang medis; 

kelompok 
kelompok 

tenaga 
tenaga 

2. remunerasi bagi kelompok tenaga kefarmasian 
sebesar 5 % (lima persen) dari total omzet 
dengan perhitungan jasa pelayanan langsung 
sebesar 61,90% (enam puluh satu koma sembilan 
puluh persen); 

b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 
38, 10% (tiga puluh delapan koma sepuluh persen) 
dengan alokasi sebagai berikut : 
1. pos remunerasi sebesar 22,96% (dua puluh dua 

koma sembilan puluh enam persen) dari jasa 
pelayanan dapat ditambah dengan 50% (lima 
puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi 
dan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan 
usaha lainnya, dan dibagi berdasarkan pos 
remunerasi dengan sistem indeksing dan 
pembobotan yang telah ditetapkan; 

2. pejabat pengelola sebesar 9,40% (sembilan koma 
empat puluh persen); 

3. pejabat struktural, subkoordinator sebesar 
4,59% (empat koma lima puluh sembilan persen); 
dan 

4. pejabat fungsional sebesar 1,15% (satu koma lima 
belas persen). 

( la) Dalam hal pasien dirujuk dan selanjutnya dilakukan 
tindakan medis oleh dokter spesialis yang juga 
pegawai RSUD, maka pemanfaatan jasa pelayanan 
oleh pegawai RSUD sebagai berikut : 
a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 90 % 

(sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan 
masing-masing jenis pelayanan; 
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b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 
10% (sepuluh persen) dengan alokasi : 
1. pos remunerasi sebesar 6,04 % (enam koma nol 

empat persen) dari jasa pelayanan yang dibagi 
berdasarkan pos remunerasi dengan sistem 
indeksing dan pembobotan yang telah 
ditetapkan; 

2. pejabat pengelola sebesar 2,46 % (dua koma 
empat puluh enam persen); 

3. pejabat struktural, subkoordinator sebesar 1,2 
% (satu koma dua persen); dan 

4. pejabat fungsional sebesar 0,3 % (nol koma tiga 
persen). 

(2) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) sebelum dipotong 
pajak. 

(3) Pengalokasian jasa pelayanan kejadian luar biasa 
termasuk bencana dan proporsi pemberi pelayanan 
tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b dan ayat (la) huruf b diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Direktur RSUD. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 25 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN, 

rL~"' 
TOTOK HARTONG 

Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal 25 Januari 2022 

BUPATI PAMEKASAN, 

BADDRUT TAMAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 7 
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